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BAB I 

PENOAHULUAN 

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (recht staat) mempunya1 tujua!'l 

sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan IJndang·Undang Dasar 1945, ya1tu 

mel1ndungl scgenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan 

unnik mema1ukan kese;ahteraan urnum mencerdaskan keh1dupan bangsa, dan ikut 

melaks3nak"n k;-tc�1b;-n L'u�;a ·1ang f)erdasarkan perdamaian abad1 dan keadilan 

sosial berdasarkan Pancasila lnilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan 

sekaligus rnenJad• land�san, dasar berpi)ak dan derap tan�\ah dalam politik, 

ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam) secara 

nasional. 

P":nba11g1•n<>" p\ C1nn,,,, d21' 'nrl• 1stri t�l;ih memperoleh prioritas dalam tiga 

puluh terakh1r in1 d1 ncgarci k1ta. Tujuannya jelas yaitu meningkatk;in stanclar 

'ch dupan dan kual1ta� h1dup masyarakat. Oiharapkan pula bahwa clengan leb1h 

ba;knya �ond1s1 sos1al c._onom1. 

Salah satu s1si pcrihal kegiatan pembangunan ekonom1 tersPbut adalah 

rne'a u· sektor pembiavaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu 

model pembiayaan yang d1lakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan 

teasing, factoring, kartu kred1t dan sebagainyd. Target pasar dari model p�mbiayaan 

Mst:men 1n1 sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu 1stilah yang d1pakai sebaga1 

1awan dari kata pelaku usaha. 
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Di samping 1tu, besarnya biaya yang diber kan per konsume,., relatif kec1I, 

mengingat barang yan g dibidik untuk. dibiayal secara pembiayaan k.onsumcn adalah 

barang·barang kepe·luan konsumen yang akan dipaka1 oleh konsumen untuk 

'keperluan h1dupnya. '·1 salnya barang·barang keperluan romah tangga sepert1 telev1s1, 

l!:!mari es, mobil dan sebagainya. Karena 1tu, resiko dari blsnls pemblayaan konsumen 

dengan pember an biaya yang relati' kecil. Im lebih aman bag1 pihak pemberi biaya, 

1barar menefl'patk.an •elur t1dak dalam suatu keranjang. 

Namun demlkian, tldak berartl bahwa blsnls pembiay?a1\ konsumen ini tldak punya 

ns1ko sama sekah. Sebaga1 suatu s1stcm pembiayaan, resiko tetap ada. Macetnya 

pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering teriadi. Kare.1a 

itu, banyak rislko yang dihadilp1 oleh perusahaan pembiayaan dalam menjalankan 

ope•as.onaln/a. Sementara 1tu d1 satu s1s1 KUH Perdata k.liususnya dalam Buku I l l  

l1dak ada mengatur serara mendasar tentang perjan11on pembin\'a.ln konsumen, 

tetapi secara 11mum dapat d1lihat suatu kondisi yang ada bahwa pcrkcmbangan 

t-uJ..um �u send1ri de 11 k1an cepatnya berkembang dan me ah1rkan jenis·icnis 

pe1Janjian baru yang tidak ada diatur di dalam KUH Perdata. 

Pasal 1319 KUH Perdata menentukan " semua persetu1uan, baiki yang 

fl'empunya1 suatu nama khusus, maupun yang lidak terkenal dengan suatu nama 

tNtentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan 

ab yang lalu". 

Dem1k1an 1uga dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persctu1uan yang 

buat sr.cara sah bcrlaku srb<i9ai undang·undang bagl mcrcka yang m0niuuatnya 

erriasuk rierum11111'1 o"mt>l11y1111n knnoi1m11n cllman,. nlh-� kr>n<111rn•" •""" 1"''�"' 
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